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PUTUSAN

Nomor 0800/Pdt.G/2024/PA.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Handayani, SH,
Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat Irma Handayani S.H
dan rekan yang beralamat di JI. Pisangan Baru Il N0.5/77 Rt.04 Rw.07
Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur 13110,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah
didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi
Nomor 0417/ADV/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan 17 Juni 1988, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal
27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor
0800/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi
Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3275011072023116, tanggal
15 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal
bersama di XXX;

3. Bahwa selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan menjalani rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah berhubungan
badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai keturunan (anak);

4. Bahwa semula Penggugat berharap perkawinannya dengan Tergugat
adalah suatu ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan
Rahmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
namun tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan lagi sejak
akhir Juli 2023 karena perselisihan/percekcokkan yang terjadi terus
menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga
tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

5. Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan/percekcokkan yang
menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
adalah sebagai berikut:

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan berbohong;
C. Bahwa Tergugat kurang perhatian (cuek) terhadap Penggugat dan
anak Penggugat;
d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Tergugat mencekik leher Penggugat
hanya untuk menghentikan Penggugat yang sedang menelpon;

7. Bahwa, puncak perselisihan/percekcokan terjadi pagi hari tanggal 22
Agustus 2023 dan kerena perselisinan/percekcokan tersebut pada malam
hari tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang
(pergi meninggalkan Penggugat) dan sudah kembali tinggal di rumah orang
tuanya yang beralamat di XXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di JI.
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Cendrawasih Blok E.47 Rt.08 Rw.013, Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur,
Kota Bekasi;

8. Bahwa orang tua Penggugat dan Kakak Penggugat telah berupaya untuk
mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, namun hal itu
tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
dipertahankan lagi, sehingga tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Pasal 2 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam) jelas tidak akan tercapai, maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat agar Penggugat dan
Tergugat memiliki status yang jelas dan kembali menata kehidupan yang
lebih baik;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, sesuai
dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan
Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Bekasi, agar
diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cg. Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menguasakan kepada kuasa hukumnya Irma
Handayani S.H, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19
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Januari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan
Agama Bekasi Nomor 0417/Adv/111/2024 tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan  Nomor
0800/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 05 Maret 2024, 15 Maret 2024, dan tanggal
01 April 2024. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak
ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu
dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa :
1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah
dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3275011072023116 tertanggal 15 Juli
2023 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Bekasi Timur Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokan sesuai aslinya telah dinazegheln
bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan
tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal di XXX,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya

adalah Teman Penggugat;
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- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
telah menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di KUA Bekasi Timur Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir
tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan
berbohong dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Agustus 2023, sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu
lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah
berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya
untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi
saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di XXX,, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman
Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
telah menikah pada tanggal 15 Juli 2023 di KUA Bekasi Timur Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di XXX;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan

berbohong dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu

lamanya dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya

suami isteri;

- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya

untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi

saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Januari
2024 ternyata Penggugat telah menguasakan kepada Kuasa Irma Handayani,
S.H., Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur
didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut
SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 juncto SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah
dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan
register kuasa Nomor 0417/Adv/111/2024 tanggal 28 Februari 2024, sehingga
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karenanya Kuasa Hukum Penggugat tersebut secara formal dapat diterima
untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya
gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan
pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan
alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun tidak ada bantahan telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan
bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata,
membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah di KUA Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171
dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di XXX, belum dikaruniai anak, sejak
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bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki
kebiasaan berbohong dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan
sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat
dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;
Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah
pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah pada tanggal 15 Juli 2023 di KUA Bekasi Timur Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di terakhir
tinggal bersama di XXX dan dari pernikahan tersebut mereka belum
dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan berbohong dan tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut sejak Agustus 2023 dimana antara Penggugat dan
Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa kaluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat
supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa terhadap fakta  hukum  tersebut, Majelis  Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai alasan
gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-
unsurnya yaitu:
1. “Antara suami dan isteri“ : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah
bercerai ;
2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum
pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Juli 2023
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus
menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan
berbohong dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang
puncaknya sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah
sampai sekarang.
3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur
ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada
angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya
tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi
pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
134 KHI vyaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka
menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas
gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi
Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal
21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 133 KHI yaitu:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b,
dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat

meninggalkan gugatan meninggalkan rumabh.
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2. Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan
sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah
terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan
karena Tergugat memiliki kebiasaan berbohong dan tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah
diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut
menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau
broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak
akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum
ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga
sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana
fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi
menimbulkan  pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5
dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan
fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah
tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau
pemeliharaan kepada orang tersebut”.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam
Fighussunnah juz Il yang berbunyi: -

Loo slauY1 lSg 2ol whicl ol az gl dinn ioladl sl nges wani 15l
axo Gla,
asll lgallo Login glaVl pe (miolall sacs Laglliol us 6 uinnll olg>
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Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang
kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri
atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak
mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama
sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan b
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan
Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19
huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh
karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain
sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
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3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp197.000,00 ( dua ratus tujuh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi
sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Ketua Majelis,
Drs. Suyadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Rahmat Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.
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Rincian biaya:
1. Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
PNBP ‘Rp 30.000,00
Biaya Panggilan 'Rp 42.000,00
Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
Biaya Meterai :Rp 10.000,00
JUMLAH :Rp 197.000,00
(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
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